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1. Gambaran makro pendanaan 
pembangunan desa 

2. Koordinasi kebijakan 

3. Sistem alokasi dan akuntabilitas Dana 
Desa dan ADD

4. Pelaksanaan di Provinsi DIY, tantangan
untuk tahun 2016.



Nawa Cita Jokowi -­‐ JK

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap
bangsa dan memberikan rasa	
  aman pada seluruh warga
negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata
kelola pemerintahan yang	
  bersih,	
  efektif,	
  demokratis,	
  dan
terpercaya.

3. Membangun Indonesia	
  dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-­‐daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem
dan penegakan hukum yang	
  bebas korupsi,	
  bermartabat,	
  dan
terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di	
  pasar

internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan

sektor-­‐sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia.



Roadmap	
  PendanaanPembangunan	
  Desa TA	
  2015	
  -­‐ 2019



Hubungan Keuangan
Kabupaten/Kota	
  dan Desa



Dasar Hukum



Peraturan Menteri Keuangan



Sumber PendapatanPemerintahDesa



Apakah PenyaluranDD	
  &	
  ADD	
  Sudah Adil untuk Daerah?

• Sebagian besar kota tidak punyaDesa,	
  jadi tidak perlu
mengalokasikanADD.

• Terdapat variasi dalam jumlah Desa dan Kelurahan di	
  
daerah Kota.

Misal:	
  
• Kota	
  Sawahlunto,	
  Sumatra	
  Barat:	
  30	
  Desa,	
  10	
  

Kelurahan (JumlahDesa 75%)
• Kota	
  Prabumulih,	
  Sumatra	
  Selatan:	
  22	
  Kelurahan,	
  

15	
  Desa (Jumlah Desa 40%)
• Kota	
  Tangerang	
  Selatan,	
  Banten:	
  49	
  Kelurahan,	
  5	
  

Desa (Jumlah Desa 9%).



Masalah Teknis ProsentaseADD:	
  
Kasus Tangerang	
  Selatan

• Pemkot Tangsel harus mengalokasikanRp 72	
  miliar
ADD	
  (10%	
  dari DAU	
  dan DBH).

• Jika dana itu hanya dialokasikan untuk5	
  Desa,	
  berarti
per	
  Desa mendapatkanADD	
  rata-­‐rata	
  Rp 14,4	
  miliar.	
  
Apakah Desa mampumengelolanya?

• Pemkot juga harusmenyediakandana bagi 49	
  
Kelurahan lainnyasebagai bagian dari wilayah
Kecamatan.

• Apakah dana dari APBD	
  Kota	
  yang	
  dialokasikan ke 49	
  
Kelurahan (melalui SKPD	
  Kecamatan)	
  itu dapat
dihitungsebagai bagian dari ADD?



Penyaluran Dana	
  Desa Tahun 2016



PemantauanDana	
  Desa
(Ps.	
  29-­‐33	
  PMK	
  No.247/2015)



Sanksi
(Ps.	
  39-­‐45	
  PMK	
  247/2015)



Pengelola Keuangan Desa



Jenis Belanja Desa



Penyusunan Rancangan Perdes ttg APBDes (PP	
  43/2014	
  ps.101-­‐102)



Penyusunan APBDes
(UU	
  6/2014	
  ps.73;	
  Permendagri 113/2014	
  ps 20-­‐22)



Prioritas Pembangunan	
  Desa



PemetaaanTipologi Desa
1. Untuk penyusunanprioritas penggunaan Dana	
  Desa,	
  
Pemerintah Desa dapat menggunakandata	
  Indeks
DesaMembangun (IDM)	
  yg ditetapkanKementerian
Desa dan PDTT.

2. IDM	
  hendaknyamenjadi acuan dalam penyusunan
Pedoman Teknis Penggunaan Dana	
  Desa.

3. RKP	
  Desa tahun 2016	
  diatur dalam Permendes PDTT	
  
No.1	
  tahun 2015.

4. Pemkab /	
  Pemkot diharapkan dapat melakukan
kajian dan pengawalan atas RKPDesa dan APBDesa
untuk disinergikandengan ADD	
  dan sumber
pendapatandesa lainnya.



Lingkup Pembangunan	
  Desa
PP	
  No.60/2014	
  (ps.20);	
  Permendes PDTT	
  No.21/2015

1. Pembangunan,	
  pengembangan,	
  pemeliharaan
infrastruktur,	
  ketahananpangan,	
  permukiman

2. Sarana &	
  prasarana kesehatanmasyarakat

3. Pendidikan,	
  sosial &	
  kebudayaan

4. Usaha	
  ekonomimasyarakat;	
  produksi&	
  distribusi

5. Energi terbarukan&	
  pelestarian lingkunganhidup.



Program	
  Teknis di	
  Desa
1. Bantuan alat produksi,	
  modal,	
  peningkatan kapasitas.

2. Kegiatan ekonomi oleh BUM	
  Desa,	
  kelompok masyarakat &	
  
lembaga lain.

3. Program	
  ketahanan pangan Desa.

4. Pelatihan paralegal,	
  bantuan hukum KPMD	
  (Kader	
  Pemberdayaan
Masy Desa),	
  ruang belajar di	
  Community	
  Centre.

5. Pengelolaan Posyandu,	
  Poskesdes,	
   Polindes &	
  swamedikasi di	
  
Desa.

6. Pengelolaan hutan/pantai Desa.

7. Pengembangan energi terbarukan &	
  pelestarian lingkungan
hidup.

8. Kegiatan pemberdayaan lainnya,	
  sesuai hasil Musyawarah Desa.



Ruang Lingkup Binwas Provinsi (UU	
  6/2014	
  ps.114)
1. Pembinaan thd Kab/Kota	
  untuk penyusunan Perda yg mengatur

Desa.
2. Pembinaan thd Kab/Kota	
  dlm pemberian ADD.
3. Peningkatan kapasitas Kades &	
  Perangkat desa,	
  BPD	
  &	
  lembaga

lainnya.
4. Pembinaan manajemen Pemerintahan Desa.
5. Percepatan pembangunan desa dg	
  bantuan keuangan,	
  

pendampingan &	
  bantuan teknis.
6. Bimtek bidang tertentu (yg tidak dilakukan Pemkab/Pemkot).
7. Inventarisasi kewenangan yg dilaksanakan Desa.
8. Binwas APBDes.
9. Binwas penataan wilayah Desa.
10. Membantu pemerintah pusat dlam penentuan kesatuan masy.	
  

hukum adat sebagai Desa.
11. Binwas BUM	
  Desa dan lembaga kerjasama antar-­‐desa.



Realisasi Dana	
  Desa

• Provinsi penerimadana terbesar:	
  	
  Jawa Tengah	
  
(Jateng)	
  sebesar Rp 2,23	
  triliun,	
  Jawa Timur (Jatim)	
  Rp
2,21	
  triliun,	
  Aceh	
  akan menerimaRp 1,71	
  triliun,	
  Jawa
Barat	
  (Jabar)	
  senilai Rp 1,59	
  triliun dan Sumatera	
  
Utara	
  sebesar Rp 1,46	
  triliun.

• Lima	
  Provinsi penerimadana desa terkecil: Kepulauan
Riau	
  Rp 79,19	
  miliar,	
  Bangka	
  Belitung	
  (Babel)	
  Rp 91,93	
  
miliar,	
  Daerah	
  Istimewa	
  Yogyakarta	
  Rp 128,07	
  miliar,	
  
Kalimantan	
  Utara	
  (Kaltara)	
  Rp 129,87	
  miliar serta Rp
162,02	
  miliar ke Sulawesi	
  Barat	
  (Sulbar).



Peta Kemiskinan di Provinsi DIY
Tahun 2013

24

16,02%	
  
miskin



Penggunaan Dana	
  Desa dan ADD	
  di	
  Provinsi DIY	
  TA	
  2015

No. Kabupaten Dana	
  (Ribuan Rp)

1 Bantul 26.962.671

2 Gunungkidul 46.117.057

3 Kulonprogo 26.948.074

4 Sleman 28.048.816

Jumlah 128.076.618



BagaimanaMisi PenggunaanDana	
  Desa di	
  Provinsi DIY?

“Harus disinkronkan dengan anggaran desa itu sendiri misalkan
bedah rumah,	
  perbaikan jalan desa,	
  penanganan kemiskinan dan
sebagainya diatur dalam anggaran desa,	
  jangan semua digunakan
untuk bangun fisik”	
  (Bambang Wisnu,	
  KR,	
  11	
  Nov	
  2014).

Kunjungan Komisi A	
  di	
  Tegal Tirto (Sleman),	
  15	
  Okt 2015;	
  Dana	
  
Desa untuk fisik:	
  fasilitas kantor;	
  non	
  fisik:	
  mewujudkan kelompok
produktif,	
  memajukan pendidikan.	
  
Heri Sumardiyanta (Komisi A):	
  “Desa yang	
  produktif,	
   inovatif,	
  maju
dan tanggap terhadap perubahan”.	
  Harapan buat Pemprov:	
  
“Kejelasan tata administrasi tentang Sultan	
  
Ground dan Pakualaman Ground”.
Beny Suharsono (Ro	
  Pem.):	
  “Pemerintah harus percaya
manajemen desa…	
  Jangan sekali-­‐kali	
  melaksanakan aktivitas tanpa
perencanaan.”	
  



Pelaksanaandi	
  Kabupaten
Kab Bantul:
Tahap I,	
  hingga pertengahan Juli 2015,	
  dari 75	
  desa yang	
  ada,	
  baru 66	
  desa yang	
  mengajukan
pencairan ke DPPKAD	
  Kabupaten Bantul,	
  dengan total	
  realisasi sampai dengan tanggal 15	
  Juli
2015	
  sebesar Rp.	
   9.515.584.200 (44,14%)	
  dari anggaran sebesar Rp.	
  21.559.225.962.

Kab Gunungkidul:
Hingga September	
  2015,	
  dari 144	
  desa yang	
  ada,	
  baru ada 86	
  desa yang	
  mencairkan dana,	
  
sisanya (56	
  desa)	
  masih menunggu perubahan APBDes.	
  Pemda menyusun tim untuk
membantu penyerapan dana desa agar	
  bisa di	
  atas angka 70	
  persen.	
  Kewenangan mutlak di	
  
desa belum memungkinkan karena banyak aparat belum mampu.

Kab Kulon Progo:
Pada bulan Mei,	
  dari 87	
  desa sudah 71	
  mencairkan dana untuk desa (tinggal sisa 16	
  desa).	
  
Perda keuangan desa disiapkan lebih awal.	
  Desa Demangrejo (Sentolo)	
  memperoleh Rp 998	
  
juta.	
  "Dana	
  desa digunakan untuk pembangunan jalan con-­‐block,	
  bangket dan bedah rumah.	
  
Anggaran untuk ekonomi produktif,	
  persentasenya sangat kecil,”	
  (Sugimo,	
  Kabid Pemdes).

Kab Sleman:
Pencairan tahap ke-­‐2	
  terhambat karena mundurnya laporan evaluasi dari desa.	
  "Desa
Caturtunggal memperoleh dana desa tertinggi (Rp 900	
  juta),	
  desa Pakem terendah (Rp 600	
  
juta).	
  Desa Wukirsari (Cangkringan):	
  dana desa untuk sarana irigasi,	
  dan jalan tembus antar
desa,	
  budidaya ikan,	
  dan penguatan BUMDes.	
  Perkiraan alokasi Dana	
  Desa 2016	
  sebesar Rp
63,01	
  miliar.	
  



terima kasih


